
 

 

 

 

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAGELANG 
 

KEPUTUSAN  SEKRETARIS 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG 

NOMOR 1375 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK  

DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAGELANG  

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan  

publik dan memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat, diperlukan penunjukan petugas pelayanan 

public di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Magelang; 

  b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan 

public yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, 

diperlukan petugas yang memiliki kompetensi dan 

integritas;  

  c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang 

tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Publik di 

Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Magelang. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
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Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 6897); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 

tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana 

telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16  

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola 

Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1811); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia    

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8            

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 826); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS 

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MAGELANG 

KESATU : Menetapkan petugas pelayanan publik di Lingkungan Satuan 

Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

memiliki tugas antara lain: 

a. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi 

kepada masyarakat; 

b. Menerima dan menindaklanjuti permohonan informasi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

c. Melaksanakan pelayanan secara cepat, tepat dan 

professional; 

d. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan public 

secara berkala. 

KETIGA : Petugas pelayanan publik sebagaimana dalam Diktum KESATU 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Magelang.  

KEEMPAT :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Magelang. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
pada tanggal  18 Agustus 2024        

 
                                                      SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAGELANG, 
 

ttd 
 

 

                                                                        IRA WAHYU CATUR K 
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MAGELANG 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,   
 

  
 

 

Tri Rahmad Sujiwo  
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MAGELANG  

NOMOR 1375 TAHUN 2024 

TENTANG  

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN 

PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAGELANG  

 

 

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG 

 

NO 

 

NAMA JABATAN 

 

JABATAN DALAM 
PELAYANAN 

1 2 3  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5.  

 

Farih Fakhrian Nugroho, 

S.H 

 

 

 

 

 

 

C. Pudyo Septyarsanto, 

S.E 

 

 

 

Tri Bidayati, S.Sos 

 

 

Nuraini, S.H. 

 

 

Tri Rahmad Sujiwo, S.E. 

 

Staf Pelaksana 

 

 

 

 

 

 

 

Staf Pelaksana  

 

 

 

 

Staf Pelaksana  

 

 

Staf Pelaksana  

 

 

Kasubbag 

Teknis 

Petugas pelayanan 

Autentifikasi Salinan 

Keputusan tentang 

Penetaan Perolehan 

Suara Sah Partai Politik 

dan Perolehan Kursi 

Partai Politik Tingkat 

Kabupaten Magelang  

Petugas pelayanan 

Penggantian Antara 

Waktu Anggota DPRD 

Tingkat Kabupaten 

Magelang 

Petugas Pelayanan 

Permohonan Informasi 

Publik 

Petugas Pelayanan 

Dokumentasi dan 

Publikasi Hukum 

Petugas Pelayanan 

Penerimaan Layanan 
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NO 

 

NAMA JABATAN 

 

JABATAN DALAM 
PELAYANAN 

1 2 3  

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

  

 

 

 

 

Yunianto Setiawan, S.E. 

 

 

 

 

 

 

Debi Fauzani 

 

Winda Trisnawati, S.H. 

Penyelenggara 

Pemilu dan 

Partisipasi 

Masyarakat   

Kasubbag 

Keuangan, 

Umum dan 

Logistik  dan Plt 

Kasubbag 

Hukum dan 

SDM  

PPNPN 

 

PPNPN 

atas Pengaduan 

Masyarakat 

 

 

Petugas Pelayanan 

Magang SMA/SMK dan 

Perguruan Tinggi 

 

 

 

 

Petugas Pelayanan 

Layanan Data Pemilih 

Petugas Pelayanan 

Pendidikan Pemilih 

melalui Pendidikan 

Kepemiluan 

 

 

 

 

                                                     SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAGELANG, 
 

ttd 

 
 

                                                                       IRA WAHYU CATUR K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MAGELANG 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,   
 

  
 

 

Tri Rahmad Sujiwo  

 


